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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan desa di Desa Helanlangowuyo, maka dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Helanlangowuyo secara 

umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018. Setiap tahapan mulai dari penatausahaan, pelaporan, hingga 

pertanggungjawaban telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa juga melibatkan 

masyarakat dalam proses perencanaan serta menyusun laporan realisasi dan 

pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat secara berkala. Kendala 

yang dihadapi hanya bersifat non-teknis, seperti kegiatan adat atau duka 

masyarakat, yang kadang menyebabkan keterlambatan pelaporan dan 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Transparansi pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan 

optimal. Walaupun pemerintah desa telah melakukan pencatatan dan 

pelaporan dengan tertib, informasi tersebut belum disampaikan melalui 

media yang mudah diakses masyarakat, seperti papan pengumuman. Hal ini 

menyebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai 

penggunaan dana desa, termasuk nominal sumber dana, pengeluaran, serta 
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realisasi kegiatan. Akibatnya, terdapat miskomunikasi antara pemerintah 

desa dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. 

6.2 Saran 

1.   Untuk Pemerintah Desa Helanlangowuyo 

Pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi 

keuangan dengan menyediakan papan pengumuman yang mudah diakses 

masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif 

dalam musyawarah dan pelaporan penggunaan dana desa guna menciptakan 

pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. 

2.   Untuk Masyarakat Desa Helanlangowuyo 

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan 

musyawarah desa dan menanyakan informasi terkait penggunaan dana desa. 

Peran serta masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk mendorong 

pemerintahan desa yang bersih dan terbuka. 

        3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian 

ke beberapa desa agar dapat dilakukan perbandingan. Selain itu, penelitian 

mendalam mengenai hambatan transparansi dan partisipasi masyarakat 

akan memperkaya hasil studi dan memberi masukan konkret bagi perbaikan 

pengelolaan dana desa. 

 


